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2026 

KATA PENGANTAR 

 

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami telah menyusun 

Keterangan/Penjelasan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman 

Pemberian Insentif bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia 

Dini. Maksud dari penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2025 tentang Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan 

Pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai insentif Daerah atas beban 

kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan 

kemampuan Daerah, berupa uang kesejahteraan. Oleh karena itu perlu 

diatur lebih lanjut mengenai ketentuan dalam pemberian insentif tersebut 

seperti menyangkut kriteria, masa kerja dan besarannya dalam Peraturan 

Wali Kota. 

Kami mengucapkan terima   kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian 

Insentif bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

Surakarta,       Januari 2026 

 

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini, pasal 41 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

dapat memberikan bantuan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan sebagai insentif daerah atas beban kerja dan 

tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan 

kemampuan daerah, berupa uang kesejahteraan. Oleh karena itu 

perlu diatur lebih lanjut mengenai ketentuan seperti kriteria, masa 

kerja dan besarannya dalam Peraturan Wali Kota agar pemberian 

insentif daerah tersebut dapat terlaksana dengan prinsip sebagai 

berikut:  

1. tertib yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang 

didukung dengan bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan;  

2. efisien yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan 

capaian yang maksimum melalui penggunaan dana;  

3. efektif yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan 

hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan;  

4. transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya;  

5. akuntabel yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 

rangka pencapaian tujuan; dan  

6. kepatutan yaitu, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan 

wajar dan proporsional.  

 
 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini, pasal 41 belum mengatur secara rinci berkaitan 

dengan pemberian insentif daerah untuk Pendidik PAUD. 

 

C. TUJUAN PENYUSUNAN 

 Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman 

Pemberian Insentif bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman untuk memberikan insentif Daerah bagi Pendidik 

PAUD, 

2. Panduan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang 

bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminatif, 

akuntabel, serta  bebas dari praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme dengan dukungan seluruh elemen 

masyarakatnya. 

 

 

D. DASAR HUKUM 

 Dasar Hukum penyusunan Peraturan Wali Kota tentang 

Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik pada Satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14); 

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Nomor 166). 
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BAB II POKOK PIKIRAN 

 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran sangat 

penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan usia dini 

merupakan fondasi awal dalam membentuk karakter, kecerdasan, 

dan kepribadian anak sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. 

Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD 

harus mendapat perhatian yang layak, termasuk terkait 

kesejahteraannya.   

Pemberian insentif merupakan langkah strategis untuk 

meningkatkan profesionalitas dan motivasi guru PAUD. Pendidik  

PAUD memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang 

anak, namun masih banyak yang belum mendapatkan perhatian 

secara optimal. 

Untuk itu mekanisme pemberian insentif bagi pendidik PAUD 

harus ada kejelasan kebijakan dan dasar hukumnya. 

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian 

Insentif bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

diperlukan untuk memberikan pedoman dalam penyaluran insentif 

Pendidik PAUD. 
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BAB III MATERI MUATAN 

 

 

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 

1. SASARAN 

Pokok permasalahan yang diatur dalam Pedoman 

Pemberian Insentif bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 41 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

 

2. JANGKAUAN 

Adapun pihak-pihak yang memperoleh manfaat adalah 

Pendidik PAUD pada  Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang 

terdata dalam Dapodik Kota Surakarta yang memenuhi kriteria 

tertentu. 

 

3. ARAH PENGATURAN 

Tujuan penyusunan Pedoman Pemberian Insentif bagi 

Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah: 

a) Menetapkan Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik 

pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 

b) Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 41 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini 

 

B. RUANG LINGKUP MATERI 

Sistematika lingkup pengaturan sebagai berikut: 

1. BAB I Ketentuan Umum. 

2. BAB II Tujuan 

3. BAB III Penganggaran 

4. BAB IV Penerima Insentif 
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5. BAB V Bentuk dan Besaran Insentif 

6. BAB VI Mekanisme Pemberian 

7. BAB VII Sanksi 

8. BAB VIII Pemantauan dan Evaluasi 

9. BAB IX Pengawasan 
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BAB  IV PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan 

daerah  yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, 

akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,  

Pemerintah Kota perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik pada 

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

B. SARAN 

Dinas Pendidikan Kota Surakarta dapat berperan dan 

berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance. 

 
 
 
 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURAKARTA 
 
 
 
 
DWI ARIYATNO, S.STP, M.A.P 
Pembina Utama Muda /IVc 
NIP.19780309 199711 1 001 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2018  tentang  Tata  Cara 

Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15 7 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250). 

 


